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Skripsi ini berjudul analisis mas}lah}ah terhadap manfaat program isbat 
nikah massal oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. 
Gapura Kab. Sumenep. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada 
rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana manfaat program isbat nikah massal oleh 
MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep? 2)Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap 
manfaat program isbat nikah massal oleh MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep?  
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 
wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang dianalisis dengan deskriptif 
dengan pola pikir induktif dalam menjabarkan data tentang mas}lah}ah terhadap 
manfaat program isbat nikah massal. Selanjutnya data tersebut diolah dengan 
cara editing, coding, organizing dan kemudian dianalisis dengan menggunakan 
dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, manfaat dari program isbat 
nikah massal oleh MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep mejadikan sebuah 
perkawinan berkekuatan hukum tetap, melindungi keluarga terhadap 
ketidakjelasan identitas, memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak di 
antara suami/ isteri, melindungi keluarga apabila terjadi sengketa waris, dan yang 
terakhir melindungi kedua belah pihak dari terjadinya perceraian. Kedua, dilihat 
dari segi mas}lah}ah, isbat nikah massal ini termasuk dalam mas}lah}ah al-mursalah 
karena dapat dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara’. Selain 
itu juga termasuk dalam mas}lah}ah ha>jiyah, karena memberikan kemudahan bagi 
kehidupan manusia. Dan juga karena program isbat nikah massal menyangkut 
orang banyak maka dalam hal ini termasuk pada mas}lah}ah al-‘a>mmah, 
kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.  
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada 
masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di bawah tangan dan kepada 
Pegawai Pencatat Nikah  untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya 
perkawinan harus dicatatkan. Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah, bisa 
memberikan sanksi kepada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini 
mejelaskan bahwa pengertian perkawinan sebagai perjanjian. Perjanjian itu 
dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam satu 
majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami 
dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut 
hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.
1
 Dalam KHI pasal 2 
disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 
akad yang sangat kuat atau mi>tsa>qan ghali>za>n untuk menaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 Substansi yang 
terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta 
sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang 
mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak 
turunan, kerabat maupun masyarakat.  
Manfaat yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan 
memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Tujuan 
pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia 
sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat 
                                                             
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, cet. Ke-VII (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14. 
2 Kompilasi Hukum Islam, cet VI (Bandung: Citra Umbara,2015), 324.  


































membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam 
bangunan tersebut ialah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya 
generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa 
depan masyarakat dan negara.
3
 
Tujuan perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi 
beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur oleh syari’at maupun yang 
diatur oleh negara. Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang  bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 
esa. Kemudian pada pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 




Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur 
melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian 
perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah 
tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, 
yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi 
perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak 
                                                             
3
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I…., 19-20.  
4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, cet VI (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2. 


































bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 
mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.
5
 
Pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam undang-undang 
perkawinan hanya diatur  satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan 
ini sangat dominan, karena akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara 
perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. 
Kompilasi hukum Islam menyatakan pada pasal 5 ayat (1) agar terjamin 
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus 
dicatat. Dan pada ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) 
dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam 
undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954.
6
   
Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur 
tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut 
adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar 
sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari 
pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan 
diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai 
kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak 
melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya 
hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari 
                                                             
5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107. 
6 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2004), 123. 


































perkawinan yang dilangsungkannya. Keadaan seperti ini bertentangan 
dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.
7
   
Selanjutnya menurut pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum Islam 
menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang 
dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa 
akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, dan bagi orang-
orang yang tidak mencatatkan perkawinannya maka segala macam akibat 
hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan 
melalui jalur hukum, seperti perceraian ke pengadilan, pembagian harta 
bersama, pembagian warisan, dan status anak.
8
 
 Pasangan suami isteri yang karena sesuatu hal perkawinannya 
tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membuka kesempatan 
kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan) 
kepada pengadilan agama. Isbat nikah merupakan proses penetapan 
pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk 
mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini 
dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan 
perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi 
aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan.
9
 Pasal 7 ayat (2) dan 
(3) KHI menyebutkan: (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan 
                                                             
7
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia….,110. 
8 Faizah Bafadhal, IsbatNikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan 
Perundang-Undangan Indonesia (Jurnal Ilmu Hukum: Maret, 2014), 3.  
9
 Ibid., 117. 


































dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 
Ayat (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
b. Hilangnya akta nikah. 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang 
No.1 tahun 1974. 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974. 
Isbat nikah adalah merupakan perkara voluntair (permohonan), 
yang produk akhirnya berupa penetapan. Isbat nikah sebagai terobosan 
hukum untuk menetapkan sahnya perkawinan secara realitas dibutuhkan, 
dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada dua pola 
landasan penemuan hukum baru yang progresif. Pertama, metode 
penemuan hukum bersifat visioner (ius constituendem) dengan melihat 
fakta hukum untuk dirumuskan dalam materi hukum untuk kepentingan 
masa depan. Kedua, metode penemuan hukum yang berani dalam 
melakukan terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, 
tetapi tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebenaran, 






































Pencatatan perkawinan dan aktanya bagi sebagian masyarakat 
tampaknya masih perlu disosialisasikan, hal ini bisa terjadi karena 
pemahaman sebagian masyarakat hanya terhadap fiqh saja, yang di dalam 
fiqh sendiri pencatatan perkawinan hampir tidak pernah dibicarakan. 
Seperti di Madura sendiri khususnya di Kabupaten Sumenep masih sangat 
terkenal bahwa masyarakatnya banyak yang melakukan perkawinan yang 
tidak dicatatkan, sehingga organisasi masyarakat sosial keagamaan  
mempunyai inisiatif untuk mengadakan isbat nikah massal. 
Program isbat nikah massal ini diajukan oleh organisasi sosial 
keagamaan Nahdlatul Ulama kepemerintah daerah (PEMDA) untuk  
melakukan permintaan biaya ke bagian hukum pemerintah daerah 
Kabupaten Sumenep yang mana mereka mempunyai anggaran untuk 
program isbat nikah massal. Kegiatan ini merupakan salah satu realisasi 
dari program MWC NU kecamatan Gapura dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sebuah 
perkawinan untuk dicatatkan. Pengajuan program ini menembusi ke 
Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, pelaksanaan program ini diikuti 
kurang lebih oleh seratus enam puluh peserta. Pelaksanaan isbat nikah 
massal ini bertempat di Aula kantor MWC NU lantai dua Kecamatan 
Gapura Kabupaten Sumenep.  
                                                             
10
 M. Khusnul, Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, Vol. 
30, No. 2 (yuridika : mei 2015), 258-259.  


































Mas}lah}ah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung 
manfaat. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya 
mas}lah}ah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam 
rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam al-Ghazali memandang 
bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun 
bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia 
tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’ tetapi sering 
didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.
11
 Mas}lah}ah terhadap program 
isbat nikah massal ini jika dilihat dari segi kandungannya termasuk dalam 
mas}lah}ah al-‘am>mah yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan 
orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua 
orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan 
umat.
12
 Kemudian, dilihat dari segi keberadaannya menurut syara’ 
termasuk pada mas}lah}ah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang 
keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula ditolak oleh syara’ 
melalui dalil yang rinci.
13
 Dari segi mas}lah}ah syar’i dapat dilihat dari tiga 
hal, memudahkan apabila terjadi sengketa, misal sengketa waris jika terjadi 
sengketa waris maka harus dapat membuktikan  dengan akta nikah, jika 
tidak dapat membuktikannya maka tidak mendapatkan warisan karena 
perkawinannya tidak sah, dan juga untuk memperjelas status perkawinan 
karena apabila tidak ada akta nikah maka perkawinan tidak dapat di akui 
                                                             
11
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 Cet-I (Jakarta: Logos,1996),114. 
12
 Ibid., 116. 
13 Ibid., 119.  


































oleh Negara, selain itu juga untuk masalah talak, mengenai masalah talak 
agar tidak semena-mena suami bisa mentalak isteri, karena di dalam 
Pengadilan hakim tidak bisa menjatuhkan talak kecuali dapat membuktikan 
di Pengadilan dengan adanya bukti akta nikah.  
Dari penjelasan ketentuan di atas, maka perkawinan dapat 
dikatakan sah ataupun diakui oleh Negara, apabila perkawinannya dicatat 
oleh petugas yang berwenang. Untuk masyarakat yang beragama Islam dan 
perkawinannya belum dicatatkan, artinya perkawinan yang dilakukan di 




Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud meneliti lebih 
dalam dan memberikan analisis terhadap program yang diadakan oleh 
organisasi sosial keagamaan MWC NU Kec. Gapura tersebut untuk 
menjadikan sebuah skripsi yang merupakan bagian dari tugas akhir dalam 
perkuliahan program studi hukum keluarga Islam. 
 
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah 
yang akan dijadikan bahan penelitian, yang akan dikemas dalam 
identifikasi masalah sebagai berikut:  
                                                             
14
 Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Islam, cet VI (Bandung: Citra Umbara, 2015), 325. 


































a. Pelaksanaan program isbat nikah massal MWC NU Kec. Gapura 
Kab. Sumenep. 
b. Faktor apa saja yang menyebabkan organisasi sosial keagamaan 
Nahdlatul Ulama mengangkat program isbat nikah massal.  
c. Respon masyarakat terhadap program isbat nikah massal MWC 
NU Kec. Gapura Kab. Sumenep. 
d. Dampak positif  yang timbul dengan adanya program isbat nikah 
massal MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep. 
e. Hasil dari adanya kegiatan program isbat nikah massal MWC NU 
Kec. Gapura Kab. Sumenep.   
2. Batasan masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut agar sebuah 
penelitian bisa fokus dan sistematis, tidak terlalu luas dan tidak 
menyimpang dari permasalahan dan juga untuk mempermudah 
pelaksanaan penelitian. Maka penulis membatasi masalah dengan 
membahas tentang analisis mas}lah}ah terhadap manfaat program isbat 
nikah massal MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang  masalah di atas, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana manfaat program isbat nikah massal oleh MWC NU Kec. 
Gapura Kab. Sumenep? 


































2. Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap manfaat program isbat nikah 
massal oleh MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep?   
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah pernah 
dilakukan. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan 
dilakukan harus dijelaskan. Adapun beberapa penelitian yang sedikit 
berhubungan dengan pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai 
berikut: 
1. M. Nur Hadi Zakariyah, skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Persidangan Isbat Nikah Massal Di Pengadilan Agama 
Sidoarjo, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).
15
 Dalam 
skripsi ini memaparkan  Prosedur pengajuan isbat nikah massal di 
Pengadilan Agama Sidoarjo setelah berlakunya undang-undang 
nomor 1 tahun 1974, Pengadilan Agama mempunyai tugas utama 
atau tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan setiap perkara, dan dalam tahap persidangan hakim 
akan memutuskan permohonan tersebut akan dikabulkan atau ditolak. 
Hakim dalam hal mengabulkan permohonan isbat nikah mempunyai 
                                                             
15 M. Nur Hadi Zakariyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Isbat Nikah Massal di 
Pengadilan Agama Sidoarjo (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016). 


































dasar dan alasan tersendiri yang kuat dengan syarat terbukti dalam 
proses persidangan pada tahap pembuktian bahwa pernikahan 
tersebut benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yang 
terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan-halangan 
di dalamnya. Skripsi yang ditulis oleh M. Nur Hadi Zakariyah ini 
jelas berbeda dengan yang penulis susun, mulai dari judul, masalah, 
hingga pembahasannya. Jika dilihat dari Persamaannya skripsi ini 
sama-sama membahas tentang isbat nikah massal sedangkan 
Perbedaannya skripsi ini membahas tentang isbat nikah massal 
mengenai alasan dan dasar hukum hakim, sedangkan yang penulis 
bahas mengenai isbat nikah massal yang di adakan oleh MWC NU 
Kec. Gapura Kab. Sumenep. 
2. Muhammad Faidurrahman, skripsi tentang analisis mas}lah}ah 
mursalah terhadap isbat nikah untuk mendapatkan uang pensiunan 
TNI-AL ‚Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 
0026/pdt.g/2014/pa.bgl‛.16 (Surabaya: Uin Sunan Ampel,2015). 
Dalam skripsi ini memaparkan dasar pertimbangan yang digunakan 
hakim hingga akhirnya mengabulkan permohonan pemohon. 
Sebenarnya hakim dalam memutuskan perkara ini sangat banyak 
pertimbangannya, karena peraturan secara yuridis tidak mendukung 
untuk mengabulkan permohonan ini, diantaranya adalah belum 
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 Muhammad Faidurrahman, Analisis Maslahah Mursalah Terhadap I>sbat Nikah Untuk 
Mendapatkan Uang Pensiunan TNI-AL Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 
0026/pdt.g/2014/pa.bgl (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya). 


































adanya peraturan tertulis yang membolehkan isbat nikah untuk 
mendapatkan uang pensiunan semata, selama ini adanya hanya untuk 
perceraian. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faidurrahman ini 
jelas berbeda dengan yang penulis susun, perbedaannya skripsi ini 
membahas tentang isbat nikah untuk mendapatkan uang pensiunan 
semata, sementara yang penulis bahas yakni program isbat nikah 
massal yang diadakan oleh MWC NU Kec. Gapura, sedangkan 
persamaan dengan skripsi ini sama-sama melihat dari perspektif 
mas}lah}ah. 
3. Muh Riswan, penetapan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama 
Makassar (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).
17
 Skripsi ini 
memaparkan tentang bagaimana hakim Pengadilan Agama dalam 
memutus perkara isbat nikah terhadap pernikahan yang dilakukan 
setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 mereka masih 
mempertimbangkan, akan tetapi perkara ini dapat dikabulkan dan 
juga tidak dapat dikabulkan semua berdasarkan keputusan majelis 
hakim. Selain itu hakim di Pengadilan Agama Makassar menyadari 
akan dampak yang terjadi apabila setiap perkara Isbat nikah di 
Pengadilan Agama Makassar dikabulkan, terutama nikah sirri akan 
banyak masyarakat yang meremehkan, pentingnya pencatatan nikah 
dan pembuatan akta nikah, juga akan semakin menjadi kebiasaan 
yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia akan aktifitas nikah 
                                                             
17
 Muh Riswan, Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar (Makassar: 
Universitas Hasanuddin, 2014). 


































sirri ini yang akhirnya akan mempersubur status pernikahan tersebut. 
Skripsi yang ditulis oleh Muh Riswan ini jelas berbeda dengan yang 
penulis susun, terlihat mulai dari judul, permasalahan dan 
pembahasan. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas 
mengenai isbat nikah massal, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini 
membahas tentang dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan 
ketika permohonan isbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi 
setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sementara yang penulis 
bahas mengenai program Isbat nikah massal MWC NU Kec. Gapura 
Kab. Sumenep.  
E. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat program isbat nikah massal yang 
di adakan oleh organisasi sosial keagamaan MWC NU Kec. Gapura Kab. 
Sumenep. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan penelitian dan 
kegunaannya yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu: 
1. Mengetahui manfaat program isbat nikah massal MWC NU Kec. 
Gapura Kab. Sumenep. 
2. Mengetahui analisis mas}lah}ah terhadap manfaat program isbat nikah 
massal MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep. 


































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan memiliki banyak kegunaan baik 
dikalangan akademisi ataupun non akademisi juga untuk dapat menambah 
khazanah ilmu bagi masyarakat dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan dan 
bagi sosial keagamaan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat 
khususnya untuk ummat beragama Islam.   
G. Definisi Operasional  
Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan 
memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari kesalah pahaman. 
Agar dapat mengurangi kesalah pahaman dalam memahami pembahasan 
penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian 
judul, pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa istilah yang 
dianggap penting dalam memahami judul ‚Analisis Mas}lah}ah Terhadap 
Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Gapura Kab. Sumenep‛. Dengan uraian 
sebagai berikut:  
1. Analisis mas}lah}ah : yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder, 
yang berupa analisis  hukum Islam yaitu mas}lah}ah. Mas}lah}ah adalah 
sesuatu yang di pandang baik oleh akal sehat manusia karena 
mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia,  
sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.18 Dengan ini 
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 K. Halimatus Sya’dia, ‚Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Peraturan Menteri 
Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Perbaikan dan Perubahan Dalam Biodata Akta Nikah 


































penelitian terhadap manfaat program isbat nikah massal MWC NU 
Kec. Gapura Kab. Sumenep menggunakan salah satu metode dalam 
ushul fiqh, yaitu mas}lah}ah. 
2. Isbat nikah massal : penetapan nikah yang di ajukan kepada Pengadilan 
Agama sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dalam 
ikatan perkawinannya.
19
 Yang mana penetapan ini bersifat 
permohonan, yang di lakukan secara bersama-sama dengan pemohon 
lainnya. 
3. Nahdltul Ulama: Nahdlatul ulama (NU) artinya kebangkitan ulama. 
Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 
Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 H di Surabaya.
20
 
H. Metode Penelitian 
Dalam suatu penelitian ilmiah memerlukan metodologi penelitian 
untuk menemukan hasil penelitian. Metodologi secara umum memiliki arti 
tata cara yang menentukan proses penelusuran apa yang akan digunakan. 
Menurut Bogdan ‚metodologi berarti proses, prinsip-prinsip dan prosedur 
yang kita pakai dalam mendekati persoalan-persoalan dan usaha mencari 
jawabannya.
21
 Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi MA dapat 
didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 
                                                                                                                                                                       
(kajian penetapan nomor 1035/pdt.p /PA/ kab. malang) (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2016), 12.   
19 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia  (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), cet ke-1, 29.  
20 Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU  sejarah, istilah, amaliah, uswah, Buku 
I (Surabaya, Khalista, 2007), 1. 
21  Taylor Bogdan, Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian  (Surabaya: Usaha-Usaha Nasional,1993), 
25. 


































menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dari uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang 
sistematis untuk mencari kebenaran dan mendapatkan data dengan tujuan 
serta kegunaan tertentu.  
1. Jenis penelitian  
Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah kualitatif yang 
merupakan penelitian lapangan (field reserch) dimana peneliti 
mengamati secara langsung. Penelitian kualitatif merupakan jenis yang 
diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik. Penelitian 
kualitatif digunakan untuk menggali atau menjelaskan makna dibalik 
realita yang ada di dalam masyarakat secara mendalam. H.B. Sutopo 
dalam bukunya mengatakan ‚penelitian kualitatif menekankan pada 
makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis 
kualitatifnya.
22
  Jadi penelitian kualitatif adalah menekankan pada 
makna dari obyek penelitian yang diamati dengan mendeskripsikan 
data dan lebih terfokus pada kualitas data.   
Lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dalam hal 
ini adalah organisasi sosial keagamaan yaitu MWC NU Kec. Gapura 
Kab. Sumenep dimana program isbat nikah massal ini diadakan.   
2. Data  
Data yang didapat dari lapangan berupa pendapat atau 
komentar yang berhubungan dengan ‚Analisis Mas}lah}ah Terhadap 
                                                             
22  Ibid., 


































Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Gapura Kab. Sumenep‛. Penelitian 
sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan bersifat terbuka. 
Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari 
informan dan meminta pendapat kepada informan mengenai hal yang 
akan diteliti. Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, 
maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer, berupa terjadinya isbat nikah massal di Kec. Gapura 
Kab. Sumenep, yaitu: 
1) Pelaksanaan 
2) Jumlah Peserta 
3) Manfaat program isbat nikah massal bagi anak 
4) Manfaat program isbat nikah massal bagi suami 
5) Manfaat program isbat nikah massal bagi istri 
6) Manfaat program isbat nikah massal bagi masyarakat sekitar 
7) Manfaat program isbat nikah massal bagi legalitas 
perkawinan 
b. Data sekunder, berupa buku-buku dan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan isbat nikah massal MWC NU Kec. Gapura Kab. 
Sumenep.  
3. Sumber data  
Sumber data merupakan segala sesuatu yang digunakan di 
dalam suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 


































adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 
dokumen dan lain-lain.
23
 Sumber data yang diambil dalam penelitian 
lapangan ini, terbagi menjadi tiga, yaitu: 
a. Dokumen  
Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sama 
pentingnya dengan sumber data lain dalam penelitian kualitatif. 
Dalam penelitian ini dokumen yang dapat digunakan adalah 
berkas-berkas penyelenggaraan kegiatan, dan juga beragam foto 
dan catatan lapangan mengenai program isbat nikah massal 
MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep. 
b. Responden  
Responden dalam penelitian adalah seseorang yang 
diminta untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang akan 
diminta menjadi responden yaitu, panitia pelaksana dan peserta 
yang mengikuti kegiatan ini.  
c. Informan  
Informan (narasumber) Dalam penelitian kualitatif 
informan memiliki kedudukan yang penting untuk digali 
informasinya. Menurut Sutopo, H>. B. dalam penelitian kualitatif 
posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting 
perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Informan 
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 Taylor Bogdan, Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 39.  


































bukan hanya sekedar memberikan tanggapan tetapi lebih pada 
memilih arah dan selera dalam memberikan informasi yang 
dimiliki.
24
 Informan dalam penelitian ini adalah: 
1) Pengurus MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep. 
2) Masyarakat yang mengikuti kegiatan pelaksanaan 
program isbat nikah massal.   
4. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah melalui 
informan dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data dan informan 
yang lengkap sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti dalam 
penelitian ini menggunakan dua cara, antara lain sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah merupakan suatu teknik untuk 
mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab sepihak 
dari peneliti terhadap informan yang dikerjakan dengan 
sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara 
adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 
lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 
tujuan tertentu. 
Dengan teknik ini peneliti dapat memperoleh data yang 
terkait dengan permasalahan terjadinya program isbat nikah 
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 Sutopo H>.B. Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Prenada,2002), 111.  


































massal oleh majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) 
Kec. Gapura Kab. Sumenep secara langsung dengan 
memverifikasi kepada pengurus MWC NU Kec. Gapura, panitia 
pelaksana kegiatan, dan peserta yang mengikuti kegiatan.   
b. Dokumentasi 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 
mengenai permasalahan program isbat nikah massal. Dengan 
teknik ini peneliti berharap akan mendapat data dokumen 
keterangan-keterangan tertulis yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah hasil foto-foto kegiatan dan dokumen lainnya yang 
dapat mendukung.  
5. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting dalam 
metode ilmiah, karena dengan pengolahan data dapat meberi arti dan 
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
melalui: 
a. Pengeditan  
Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah 
diperoleh, kemudian data tersebut diperiksa dan diedit jika 
terdapat ketidaksesuaian atau relevansi dengan kajian 
penulisan. 


































b. Pemberian kode  
Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang sudah 
diperoleh dan diedit kemudian dikumpulkan sesuai dengan 
relevansinya masing-maisng data tersebut. 
c. Pengorganisasian  
Yaitu mengkategorisasikan data yang sudah terkumpul, 
data yang sudah diedit dan data yang sudah diberi kode 
kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasa 
yang telah dipersiapkan. 
6. Analisis data  
Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian, 
karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Analisis 
data adalah suatu proses atau suatu upaya pengolahan data menjadi 
sebuah informasi baru agar data tersebut menjadi lebih mudah 
dimengerti dan berguna untuk suatu permasalahan, khususnya yang 
berkaitan dengan penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milih menjadi 
satuan yang dapat dikelola. Menganalisis data yaitu setelah semua data 
yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis secara 
deskriptif, dianalisis dengan pola pikir induktif terhadap manfaat 
program isbat nikah massal MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep.  


































I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman terhadap skripsi ini, 
maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum 
mengenai isi skripsi ini. Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap 
bab memiliki beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh para 
pembaca. Dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan sistem 
pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, bab ini merupakan pembahasan tentang kajian teori 
mas}lah}ah terhadap manfaat program isbat nikah massal oleh majelis wakil 
cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Gapura Kab. Sumenep. Mulai 
dari pengertian mas}lah}ah, dasar hukum mas}lah}ah, jenis-jenis mas}lah}ah, 
kehujjahan mas}lah}ah dan mas}lah}ah mursalah. Dan sub bab kedua mengenai 
isbat nikah yang meliputi pengertian, isbat nikah dan alat bukti nikah, dan 
implikasi isbat nikah terhadap status perkawinan, terhadap anak dan harta 
bersama. Bab kedua ini berfungsi sebagai teori dasar sebelum memasuki 
bab selanjutnya. 
Bab ketiga, merupakan data yang diperoleh di lapangan yaitu profil 
singkat MWC NU Kec. Gapura, latar belakang terjadinya isbat nikah 
massal, tujuan isbat nikah massal, prosedur isbat nikah massal, pelaksanaan 


































isbat nikah massal, data peserta isbat nikah massal, sebab terjadinya isbat 
nikah massal.   
Bab keempat, menjelaskan tentang analisis mas}lah}ah terhadap 
manfaat program isbat nikah massal oleh majelis wakil cabang Nahdaltul 
Ulama (MWC NU) Kec. Gapura Kab. Sumenep. Pada bab ini penulis 
menjelaskan eksistensi program isbat nikah massal oleh majelis wakil 
cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Gapura Kab. Sumenep dan 
relevansinya baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-
undangan. 
Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.




































TEORI MAS}LAH}AH  DAN ISBAT NIKAH 
A. Teori Mas}lah}ah 
1. Pengertian Mas}lah}ah 
Kata mas}lah}ah merupakan bentuk mas}dar dari kata kerja sa}lah}a 
dan sa}luh}a yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, baik, 
patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu s}araf (morfologi), kata 
‚mas}lah}ah‛ satu wazn (pola) dengan makna kata manfa’ah. Kedua 
kata ini (mas}lah}ah dan manfa’ah) telah di terjemahkan ke bahasa 
Indonesia menjadi ‚maslahat‛ dan ‚manfaat‛.1 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat 
artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. 
Sedangkan kata ‚kemaslahatan‛ berarti kegunaan, kemanfaataan, 
kepentingan. Sementara kata ‚manfaat‛ dalam kamus tersebut 
diartikan dengan guna, faedah. Kata ‚manfaat‛ juga diartikan sebagai 
kebalikan atau lawan kata ‚mudarat‛ yang berarti rugi atau buruk.2 
Dalam kamus lisan al-‘arab disebutkan bahwa al-mas}lah}ah, al-
s}alah}, wa al-mas}lah}ah, berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk 
tunggal dari kata mas}alih}. Makna al-s}alah} (kebaikan) merupakan 
kebalikan dari kata al-fasad (kerusakan). Jadi, kata mas}lah}ah adalah 
                                                             
1 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 127-128. 
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1996),634.  


































bentuk tunggal dari kata mas}alih}, dan makna al-istis}lah} ialah mencari 
maslahat, memandang maslahat/baik, mendapatkan 
maslahat/kebaikan yang merupakan kebalikan dari kata al-istifsad 




Secara terminologis, mas}lah}ah adalah kemanfaatan yang 
dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa 
pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, 
pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan 




Dalam mengartikan mas}lah}ah secara definitif terdapat perbedaan 
rumusan di kalangan ulama yang mana saat dianalisis ternyata 
hakikatnya adalah sama.  
1. Al- Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mas}lah}ah 
berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 
menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mas}lah}ah 
adalah: 
  ِعْر َّشلا ِدْوُصْقَم ىَلَع ُةَظَفاَحُمْلَا 
  Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). 
                                                             
3 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh …,128. 
4 Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Must}asfa, Juz Ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 286-287.  


































Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, 
yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
2. Al- Syatibi mengartikan mas}lah}ah itu dari dua pandangan, yaitu 
dari segi terjadinya mas}lah}ah dalam kenyataan dan dari segi 
tergantungnya tuntutan syara’ kepada mas}lah}ah.  
a. Dari segi terjadinya mas}lah}ah dalam kenyataan, berarti: 
 ِهْيِضَتْق َتاَم ِهِل ْي َنَو ِهِتَشْيَع ِماَمَتَو ِناَسْن ِْلْا ِةَايَح ِمَايِق َىلِا ُعِجْر ََيام    ُةَِّيتاَوْهَّشلا ُهُفاَصْوَا
   ِقَلاْط ِْلْا ىَلَع ُةَّيِل ْقَعْلاَو   
Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan 
manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang 
dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.  
b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada mas}lah}ah, 
yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan 
hukum syara’. Untuk menghasilkannya Allah menuntut 
manusia untuk berbuat sesuatu.  
Dari definisi di atas mengenai mas}lah}ah dengan rumusan yang 
berbeda dapat disimpulkan bahwa mas}lah}ah itu adalah sesuatu yang 
dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 
menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan 
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. 5 
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Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam 
(syari’ah), dalam setiap aturan hukumnya, al-Syari’ mentransmisikan 
maslahat sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindar dari 
keburukan atau kerusakan, yang mana kemudian terealisasi 




2. Jenis-jenis Mas}lah}ah 
Kekuatan mas}lah}ah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam 
menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak 
langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari  segi 
tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal 
tersebut. 
a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 
mas}lah}ah ada tiga macam, yaitu: mas}lah}ah dharu>riyah, mas}lah}ah 
ha>jiyah, mas}lah}ah tahsi>niyah. 
1) Mas}lah}ah dharu>riyah yaitu kemaslahatan yang 
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, 
yang harus ada artinya kehidupan manusia tidak punya arti 
apa-apa bila satu saja dari  lima prinsip itu tidak ada. 
Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju 
                                                             
6 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di 
Indonseia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 39.  


































pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau 
mas}lah}ah dalam tingkat dharu>ri. Meninggalkan dan 
menjauhi larangan Allah adalah baik atau mas}lah}ah dalam 
tingkat dharu>ri. Dalam hal ini disebutkan seperti Allah 
melarang murtad untuk memelihara agama, melarang 
membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum 
minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina 




2).   Mas}lah}ah ha>jiyah yaitu kemaslahatan yang tingkat 
kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada 
tingkat dharu>ri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara 
langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima 
(dharu>ri), maksudnya memberi kemudahan bagi pemenuhan 
kehidupan manusia. Contoh mas}lah}ah  ha>jiyah adalah, 
menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk 
kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya 
akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua 
itu merupakan perbuatan baik atau mas}lah}ah dalam tingkat 
ha>ji.8  
3).   Mas}lah}ah tahsi>niyah yaitu mas}lah}ah yang kebutuhan hidup 
manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharu>ri, juga tidak 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…, 371 
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 Ibid., 372. 


































sampai tingkat ha>ji. Namun kebutuhan tersebut perlu 
dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan 
keindahan bagi hidup manusia. Mas}lah}ah dalam bentuk 
tahsi>ni  tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan 
pokok manusia. Contoh berpakaian yang bagus. 
Dari tiga bentuk mas}lah}ah di atas, secara berurutan 
menggambarkan tingkat peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah 
mas}lah}ah dharu>riyah, kemudian mas}lah}ah ha>jiyah, dan yang terakhir 
mas}lah}ah tahsi>niyah.9 
b. Dilihat dari segi kandungan mas}lah}ah, para ulama ushul fiqh 
membaginya kepada: 
1) Mas}lah}ah al-‘ammah, yaitu kemaslahatan umum yang 
menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan 
umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, 
tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau 
kebanyakan umat.  
2) Mas}lah}ah al-kha>shshah yaitu kemaslahatan pribadi tetapi 
ini sangat jarang sekali terjadi, seperti kemaslahatan yang 
berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan 
seseorang yang dinyatakan hilang.  
Pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas 
mana yang harus didahulukan apabila antar kemaslahatan umum 
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bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan 




c. \ \Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mas}lah}ah, menurut 
Muhammad Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di 
Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:  
1) Mas}lah}ah al-Tsa>bitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat 
tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, 
berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat 
dan haji. 
2) Mas}lah}ah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang 
berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan 
subjek. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan 
permasalahan mu’amalah dan adat kebiasan, seperti 
dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu 
daerah dengan daerah lain. Menurut Mushthafa al-Syalabi 
ini di maksudkan untuk memberikan batasan 
kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. 
11
  
d. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal 
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari 
maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mas}lah}ah itu 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 Cet-I (Jakarta: Logos,1996), 116.-117.  
11 Ibid.,  


































disebut juga dengan muna>sib atau keserasian mas}lah}ah dengan 
tujuan hukum. Mas}lah}ah terbagi kepada tiga jenis, yaitu:12 
1) Mas}lah}ah al-Mu’tabaroh, yaitu mas}lah}ah yang 
diperhitungkan oleh Syari’, maksudnya, ada petunjuk dari 
Syari’, baik langsung maupun tidak langsung, yang 
memberikan petunjuk pada adanya mas}lah}ah yang 
menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
13
 
Dari langsung tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap 
mas}lah}ah tersebut, mas}lah}ah terbagi dua: 
a) Muna>sib mu’atstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari 
pembuat hukum (syari’) yang memerhatikan mas}lah}ah 
tersebut. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung 
kepada mas}lah}ah, umpamanya tidak baiknya mendekati 
perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu 
penyakit. Hal ini disebut mas}lah{ah karena menjauhkan 
diri dari kerusakan atau penyakit.
14
 
b) Muna>sib mula>im, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari 
syara’ baik dalam bentuk nash atau ijma’ tentang 
perhatian syara’  terhadap mas}lah}ah tersebut, namun 
secara tidak langsung ada. Contoh bolehnya jama’ shalat 
bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena 
                                                             
12 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…., 373 
13 Ibid.,  
14 Ibid., 374. 


































hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan 
alasan untuk hukum jama’ shalat, namun syara’ melalui 
ijma’ menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, 
yaitu dalam perjalanan ‚safar‛ menjadi alasan untuk 
bolehnya jama’ shalat.15 
2) Mas}lah}ah al-Mulghah, yaitu mas}lah}ah yang ditolak yang 
tidak dianggap, tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada 
petunjuk syara’ yang menolaknya. tetapi akal dapat  
menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan 
syara’, namun ternyata syara’ menetapkan hukum yang 
berbeda dengan apa yang dituntut oleh mas}lah}ah itu. 
Contoh seorang raja atau orang kaya yang melakukan 
pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang 
hari bulan Ramadhan. Untuk orang itu sanksi yang harus 
dibayar adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, karena 
cara ini yang diperkirakan akan membuatnya jera 
melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap oleh 
akal ternyata tidak demikian dengan menurut syari’ ia 
menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus 
memerdekakan hamba sahaya meskipun sanksi ini bagi 
                                                             
15 Ibid., 374-375.  






































3) Mas}lah}ah al-Mursalah, yaitu apa yang dipandang baik 
oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan 
hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang 




3. Kehujjahan Mas}lah}ah 
Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa mas}lah}ah al-
mu’tabaroh dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 
Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. 
Mereka juga sepakat bahwa mas}lah}ah al-mulghah  tidak dapat 
dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam karena tidak 
ditemukan dalam praktek syara’. Kehujjahan mas}lah}ah al-mursalah 
pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu 
alasan dalam menetapkan hukum syara’, sekalipun dalam penerapan 
dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.
18
 
Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan 
mas}lah}ah al-mursalah sebagai dalil disyaratkan mas}lah}ah tersebut 
berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadits, atau ijma’ yang 
menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu 
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 Ibid., 375-376. 
17
 Ibid., 376-377.  
18
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 Cet-I...,120.   


































merupakan ‘illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum 
atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan 
oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Misal jenis sifat yang 
dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah Rasulullah SAW 
melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota 
dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para petani 
itu memasuki pasar (HR. al-Bukhari dan Abu Daud). Larangan ini 
dimaksudkan untuk menghindari kemudaratan bagi petani dengan 
terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang 
petani tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah 
adanya kemudaratan dan aspek kemudaratan ini berpengaruh kepada 
hukum jual beli seperti yang dilakukan pedagang tersebut. 
19
   
Menghilangkan kemudaratan bagaimanapun bentuknya 
merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Menolak 
kemudaratan itu termasuk ke dalam konsep mas}lah}ah al-mursalah. 
Dengan demikian ulama Hanafiyyah menerima mas}lah}ah al-mursalah 
sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat 
kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma’ dan jenis sifat 
kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash 
atau ijma’. 
Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima mas}lah}ah al-
mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka 
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dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas 
menerapkannya. Menurut mereka mas}lah}ah al-mursalah merupakan 
induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci 
seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan 
bahwa keberadaan dan kualitas mas}lah}ah al-mursalah ini bersifat 
pasti (qath’i) sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni 
(relatif). Misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam masalah 
meningkatnya harga barang di pasar. Beliau sebagai pihak penguasa 
ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena 
perbuatan ikut campur (dalam masalah tersebut) adalah zhalim (HR. 
Bukhari dan Muslim). 
20
 
Untuk bisa menjadikan mas}lah}ah al-mursalah sebagai dalil dalam 
menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan 
tiga syarat, yaitu: 
a) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk 
dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 
b) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar 
perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mas}lah}ah 
al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan 
menghindari atau menolak kemudaratan.  
c) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, 
bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. 
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Ulama golongan Syafi’iyyah pada dasarnya juga menjadikan 
mas}lah}ah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, Imam al-Syafi’i 
memasukkannya ke dalam qiyas. Misal, ia mengqiyaskan hukuman 
bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh 
zina, yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan 
mengigau dan di duga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.
21
 
Al-Ghazali bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya 
membahas permasalahan mas}lah}ah mursalah. Ada beberapa syarat 
yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat 
dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:
22
 
a) Mas}lah}ah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’. 
b) Mas}lah}ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan 
nash syara’. 
c) Mas}lah}ah itu termasuk ke dalam kategori mas}lah}ah yang 
dharu>ri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun 
kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama 
untuk semua orang.  
Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang 
ha>jiyah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi 
dharu>riyyah. Dengan demikian, Jumhur Ulama sebenarnya menerima 
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 Ibid.,  
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 Abu Hamid al-Ghazali, Syifa’ al-Ghalil Fi Bayan al-Syabah Wa al-Mukhil Wa Masalik al-
Ta’lil, Tahqiq Ahmad al-Kabisi (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1971), 182 dan seterusnya.  


































mas}lah}ah al-mursalah sebagai salah satu metode dalam 
mengistinbathkan hukum Islam. 
Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan mas}lah}ah dapat 
dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah: 
a) Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa 
setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, 
dalam hubungan ini Allah berfirman: 
    َنْيِمَلاَعْل ِل ًةَمَْحر َّلِْإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو 
Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad) kecuali 
untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. (QS. al-
Anbiya’, 21:107). 
 
Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi 
rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat 
manusia. Oleh sebab itu, memberlakukan mas}lah}ah terhadap hukum-
hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal. 
b) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi 
perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan manusia sendiri. 
Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada 
saja, akan membawa kesulitan.  
c) Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa 
perbuatan sahabat, seperti ‘umar ibn al-Khattab tidak memberi 


































bagian zakat kepada para mu’allaf karena menurut ‘Umar 
kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Abu Bakar 
mengumpulkan al-Qur’an atas saran ‘Umar ibn al-Khattab 
sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur’an 
dan menuliskan al-Qur’an pada satu logat bahasa di zaman 
‘Utsman ibn ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya 
perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.23 
B. Mas}lah}ah Mursalah 
Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas Hamba-Nya dalam 
bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung mas}lah}ah. Seluruh 
suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat 
untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat 
dirasakan pada saat itu ataupun dapat dirasakan sesudahnya. Misal Allah 
menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi 
ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan semua 
larangan Allah untuk dijauhi manusia, dibalik larangan itu terkandung 
kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan, 
misal larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 Cet-I…123-124.  
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…366.  


































1. Pengertian Mas}lah}ah mursalah  
Mas}lah}ah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan 
keduanya dalam bentuk sifat-maushuf atau dalam bentuk khusus 
yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-mas}lah}ah. 
Mas}lah}ah adalah kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya 
sama dengan kata al-shulhu sinonim dengan kata al-manfa’ah yaitu 




Al-Mursala>t secara etimologis (bahasa) artinya terlepas atau 
bebas. Kata terlepas dan bebas disini bila dihubungkan dengan kata 
mas}lah}ah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang 
menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.
26
 
Menurut istilah, para ahli ushul berbeda-beda dalam 
mendefinisikannya yang mana pada intinya yaitu untuk memelihara 
tercapainya tujuan syara’, yaitu menolak madlarat dan meraih 
mas}lah}ah.27  
Jadi, mas}lah}ah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak 
memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil 
yang membenarkannya.
28
 Oleh sebab itu, jika ditemukan kasus yang 
ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula ‘illat yang dapat 
                                                             
25 M. Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh  (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 160-
161.  
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…,377.  
27 M. Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh ….,161 
28 Al-Syathibiy, Abu Ishaq, al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah, Juz II (Beirut: Maktabah Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), 39 atau Wahbah, Ushul, Juz II, 757. 


































dikeluarkan dari syara’ yang menentukan kepastian hukum dari kasus 
tersebut lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, 
dalam arti ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan 
kemadlaratan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa’at, maka 
kasus seperti itu dikenal dengan sebutan mas}lah}ah mursalah.29 
2. Kehujjahan mas}lah}ah mursalah  
Tentang kehujjahan mas}lah}ah mursalah para ahli hukum 
berbeda pendapat: 
a) Kelompok Syafi’iyyah, Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah dan 
kelompok al-Dhahiriy berpendapat bahwa mas}lah}ah mursalah 
tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk beristinbath hukm 
al-syar’iy. 
b) Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat 
mas}lah}ah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan 
syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan 
oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri dengan 
alasan tujuan Allah mengutus seorang rasul adalah untuk 
membimbing umat kepada kemaslahatan. Karena itu, mas}lah}ah 
merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh 
syara’ atau agama, sebagai tujuan utama diadakannya hukum 
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Dari kedua pandangan tersebut, al-Qarafiy berpendapat bahwa 
dasarnya semua madzhab telah berhujjah dengan menggunakan 
mas}lah}ah mursalah, sebab mereka sudah mengaplikasikan teori qiyas, 
bahkan mereka sudah melakukan pembedaan antara satu dengan yang 
lain lantaran adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.
31
  
3. Syarat-syarat Mas}lah}ah Mursalah 
Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan 
dalam memfungsikan mas}lah}ah mursalah, yaitu: 
a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat 
hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan 
atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka 
dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa 
melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misal 
masalah akhir-akhir ini menganggap bahwa hak untuk 
menjatuhkan talak berada di tangan wanita bukan lagi di tangan 
pria adalah maslahat palsu karena bertentangan dengan 
ketentuan syari’at yang menegaskan bahwa hak untuk 
menjatuhkan talak berada di tangan suami.  
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b) Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu hendaklah berupa 
kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. 
c) Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur’an atau Sunnah 
rasulullah atau bertentangan dengan ijma’.32  
4. Mas}lah}ah Mursalah sebagai metode ijtihad 
Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai penggunaan 
mas}lah}ah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak 
adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya mas}lah}ah itu oleh 
syari’ baik secara langsung maupun tidak langsung, mas}lah}ah 
mursalah digunakan oleh jumhur ulama adalah karena adanya 
dukungan syar’i.33  
Berikut pandangan ulama tentang penggunaan mas}lah}ah 
mursalah sebagai metode ijtihad: 
a) Ulama Hanafi, ada perbedaan pandangan terhadap mas}lah}ah 
mursalah yaitu pemikiran yang berbeda. Ulama beranggapan 
bahwa sebagian ulama hanafiah mengamalkan mas}lah}ah 
mursalah, karena kedekatan metode ini dengan istihsan yang 
popular dikalangan ulama hanafiah.  
b) Ulama Syafi’iyyah, Al-Amidi dan Ibn Hajib dalam kitabnya al-
Bidakhsyi, ulama syafi’iyyah tampaknya tidak menggunakan 
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mas}lah}ah mursalah dalam berijtihad. Namun ada ulama 
syafi’iyyah yang menggunakan metode ini seperti al-Ghazali 
yang menerima penggunaan metode ini dengan syarat tertentu. 
c) Ulama Hanbali, menyatakan bahwa metode mas}lah}ah mursalah 
itu tidak memiliki kekuatan hujjah dan tidak boleh melakukan 
ijtihad dengan menggunakan metode ini.  
d) Ulama Maliki, merupakan yang secara jelas menggunakan 
metode mas}lah}ah mursalah sebagai metode ijtihad.34 
Fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh ulama maliki 
senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa 
argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyyah tentang 
penggunaan pendekatan mas}lah}ah mursalah dalam metode kajian 
hukumnya, yaitu: 
1) Bahwa para sahabat Nabi SAW memperlihatkan sikap 
orientasi. Kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan 
keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-
ayat al-Qur’an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf.  
2) Bahwa selama mas}lah}ah berjalan dengan maksud syar’i dalam 
penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak 
syar’i terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan 
kemaslahatan sama artinya dengan mengabaikan kehendak 
syar’i. 
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3) Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek 




Sehubungan dengan itu, para ulama membatasi kebebasan akal 
dalam kajian mas}lah}ah mursalah dengan menetapkan sejumlah 
kriteria, sebagai berikut: 
a) Mas}lah}ah tersebut bersifat ma’qul dan relevan (munasib) 
dengan kasus hukum yang ditetapkan.  
b) Mas}lah}ah tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran 
rasional. 
c) Mas}lah}ah tersebut harus sesuai maksud syar’i dalam 
menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan nash, baik 
dengan dalil-dalil tekstualnya maupun dengan dasar-dasar 
pemikiran substansialnya. Dengan kata lain harus sesuai dengan 
maqa>shid syari’ah.36 
C. Isbat Nikah  
1. Pengertian Isbat Nikah  
Isbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yakni isbat 
(تابثإ) yang artinya penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi.37 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, isbat adalah penyungguhan, 
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36 Ibid., 
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 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Cet-8  
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 20 




































 Sedangkan nikah menurut syara’ adalah 
melakukan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar 
dihalalkan melakukan ‚pergaulan‛ sebagaimana suami istri dengan 
mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.
39
 nikah menurut 
kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan 
menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin 




Isbat nikah adalah penetapan suatu pernikahan yang dilakukan 
oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum 
Islam dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga 
secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.
41
 Menurut Endang Ali 
Ma’sum ada kesamaan persepsi dikalangan para praktisi hukum 
khususnya hakim Pengadilan Agama bahwa yang dimaksud dengan 
isbat nikah adalah produk hukum deklaratif sekedar untuk 
menyatakan sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut 
hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum 
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 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),339.  
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 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, Cet-1(Yogyakarta: 
Darussalam, 2004), 17. 
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 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I..., 15.  
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 Faizah Bafadhal, Is>bat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut 
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia…, 3.  
42 Ibid., 


































Isbat nikah merupakan salah satu perkara yang penyelesaiannya 
hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Permohonan isbat 
nikah di ajukan ke Pengadilan Agama karena perkawinannya tidak 
mempunyai akta nikah dan tidak dapat dibuktikan karena suatu 
sebab.
43
 Disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) KHI ‚Dalam hal 
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan 
isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.  
Pada intinya, yang dimaksud dengan perkara pengesahan isbat 
nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan 
agama atau tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang 
berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari 
keduanya, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan 
perkawinan tersebut yang diajukan kepada Pengadilan Agama 
setempat dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.
44
 
2. Isbat Nikah dan Alat Bukti Nikah  
 Sebagaimana telah dikemukakan berulang kali, hendaknya: 
a. Isbat nikah tidak dibatasi pada alasan-alasan tertentu, tetapi 
memberikan peluang seluas-luasnya bagi para pihak yang 
berkepentingan, seperti suami, istri, anak, atau anggota 
keluarga lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan 
semenda (perkawinan) terutama dalam memperoleh 
                                                             
43 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29. 
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 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia  (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 151. 


































kedudukannya sebagai ahli waris ataupun dalam melaksanakan 
kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai ahli waris 
terhadap kewajiban pewaris ketika ia masih hidup.  
b. Hak untuk mengajukan permohonan isbat nikah hendaknya 
tidak dibatasi ketika suami atau istri bersangkutan masih hidup. 
c. Isbat nikah hendaknya dapat dilakukan oleh istri yang lain, 
dalam hal suami berpoligami, untuk mempermudah tuntutan 
istri terdahulu dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-
kewajibannya.  
d. Alat bukti nikah jika dalam perkara sengketa harus dibuktikan 
terlebih dahulu adanya perkawinan sah tidak atau belum 
dicatat, hendaknya tidak hanya berupa alat bukti nikah semata, 
tetapi juga dapat digunakan alat bukti lain seperti saksi-saksi 




3. Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Terhadap Anak 
dan Harta Bersama 
Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir 
Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang 
berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, 
disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, 
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 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum 
Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 374-375. 


































jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah 
menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan 
cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan 
akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 
akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah. 
Setelah dikabulkannya isbat nikah, implikasi terhadap status 
perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula 
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat 
pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta 
warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak 
berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.  
Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan 
pernyataan formil sahnya perkawinan, pernyataan formil ini bersifat 
prosedural dan administratif. Isbat nikah punya implikasi 
memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan 
istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri 
tersebut bercerai atua dengan kata lain isbat nikah sebagai dasar 
hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum 
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PROGRAM ISBAT NIKAH MASSAL OLEH MAJELIS WAKIL CABANG 
NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KEC. GAPURA KAB. SUMENEP 
 
A. Profil Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Gapura 
Kab. Sumenep  
1. Sejarah singkat MWC NU Kec. Gapura  
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. 
Gapura merupakan salah satu MWC NU yang ada di Kab. Sumenep 
Madura. Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah untuk 
keberlakuannya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah 
Waljama’ah dan menganut salah satu dari madzhab yang Empat 
untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan 
berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. MWC NU 
Kec. Gapura berdiri sejak tahun 1950 yang didirikan langsung oleh 
KH. Zubairi Marzuki tepatnya di daerah Gapura tengah. Setelah itu 
kepemimpinan MWC NU Kec. Gapura dilanjutkan oleh K. Khoirul 
Umam dan K. Adnan, kemudian pada periode selanjutnya MWC NU 
Kec. Gapura  kepemimpinannya diganti oleh K. Asy’ari dan K. 
Ma’ruf, kemudian diganti lagi oleh K. Ma’ruf dan Bapak Burhan dan 
untuk saat ini yang memimpin MWC NU kec. Gapura adalah K. 
Ma’ruf sebagai rois syuriah dan K>. Mohammad Syahid sebagai ketua 
tanfi>dziyyah yakni masa jabatan beliau mulai dari tahun 2015 hingga 



































2020. Apabila dilihat dari letak geografisnya MWC NU Kecamatan 
Gapura berada pada bagian timur dari Kabupaten Sumenep, dengan 
jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 12 Km dan jarak dengan ibu 
kota Provinsi sekitar 137 Km. Kecamatan Gapura memiliki luas 
wilayah 65,88 Km
2
, desa terluasnya adalah Desa Longos yaitu 7,48 
Km
2






Ada dua kepemimpinan di organisasi NU yaitu, Syuriah dan 
Tanfi>dziyyah, Syuriah diambil dari kata sya>wara yang artinya adalah 
bermusyawarah, yang dimaksud dengan syuriah adalah badan 
musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur 
kepengurusan NU atau bisa disebut dengan pemegang kekuasan, 
sedangkan Tanfi>dziyyah adalah badan pelaksana harian organisasi 
NU, asal mula kata Tanfi>dziyyah berasal dari kata naffaz>a berarti 
melaksanakan, yang mana pimpinan tertinggi Tanfi>dziyyah disebut 
ketua umum atau Tanfi>dziyyah biasa disebut dengan pelaksana dari 
Syuriah. Masing-masing dari kepemimpinan ini menjabat selama 5 
tahun.
2
 Struktur kepengurusan dalam organisasi NU secara umum 
bermacam-macam bagian dan ini sangat banyak, yaitu: 
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a. Struktur organisasi NU 
1) PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat 
pusat. 
2) PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat 
provinsi. 
3) PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat 
kabupaten/ kota, dan PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa 
Nahdlatul Ulama ) untuk luar negeri. 
4) MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk 
tingkat kecamatan. 
5) Ranting untuk tingkat kelurahan/ desa. 
b. Struktur Lembaga Kepengurusan NU 
1) Mustasyar (Penasehat). 
2) Syuriah (Pimpinan Tertinggi). 
3) Tanfidziyah (Pelaksana). 
c. Struktur Organisasi Lajnah, Banom dan Lembaga 
1) PP (Pimpinan Pusat) untuk tingkat pusat. 
2) PW (Pimpinan Wilayah) untuk tingkat provinsi. 
3) PC (Pimpinan Cabang) untuk tingkat kabupaten/ kota. 
4) PAC (Pimpinan Anak Cabang) untuk tingkat kecamatan. 
5) Ranting untuk tingkat kelurahan/ desa dan Komisariat untuk 
kepengurusan di suatu tempat tertentu. 
 



































d. Perangkat  
1) Badan Otonom, NU mempunyai 10 Banom, yaitu: 
a) Jam’iyah Ahli Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah 
membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat 
yang mu’tabar di lingkungan NU.  
b) Jam’iyatul Qurra Wal Huffadzh. 
c) Muslimat, melaksanakan kebijakan pada anggota 
perempuan. 
d) Fatayat, melaksanakan kebijakan pada anggota 
perempuan muda NU. 
e) Gerakan Pemuda Ansor, melaksanakan kebijakan pada 
anggota pemuda NU yang menaungi Banser. 
f) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, 
melaksanakan kebijakan pada pelajar laki-laki dan santri 
laki-laki. 
g) Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama, disingkat IPPNU, 
melaksanakan kebijakan pada pelajar perempuan dan 
santri perempuan. 
h) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, disingkat ISNU, 
membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok 
sarjana dan kaum intelektual. 



































i) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, disingkat Sarbumusi, 
melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan 
pengembangan ketenagakerjaan. 
j) Pagar Nusa yang melaksanakan kebijakan pada 
pengembangan seni beladiri. 
2) Lajnah adalah perangkat organisasi untuk membantu 
melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. 
Ada dua, yaitu: 
a) Lajnah Falakiyah, perangkat ini yang bertugas untuk 
mengurus masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan 
ilmu falak. 
b) Lajnah Ta’lif Wan Nasyr, atau LTN, ini bertugas 
mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan 
kita/ buku serta media informasi menurut faham 
Ahlussunnah Waljama’ah. 
3) Lembaga adalah perangkat departemensi organisasi yang 
berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan 
suatu bidang tertentu. lembaga dari perangkat ini, yaitu: 
a) Lembaga Dakwah (LDNU), melaksanakan kebijakan di 
bidang pengembangan Dakwah yang berlandaskan 
AhlussunnahWaljama’ah. 



































b) Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP Ma’arif NU), 
melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan 
pengajaran formal. 
c) Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI), melaksanakan 
kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren. 
d) Lembaga Perekonomian (LPNU), melaksanakan 
kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.  
e) Lembaga Pengembangan pertanian (LP2NU), 
melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan 
pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan. 
f) Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU), 
melaksanakan kebijana di bidang kesejahteraan keluarga, 
social dan kependudukan. 
g) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia, melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian 
dan pengembangan sumberdaya manusia. 
h) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBHNU), 
melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. 
i) Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, 
melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni 
dan budaya. 



































j) Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Shadaqah, bertugas 
menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat, infaq 
dan shadaqah. 
k) Lembaga wakaf dan pertanahan, bertugas mengurus , 
mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan dan 
juga harta benda wakaf lainnya milik NU. 
l) Lembaga Bahtsul Masail, membahas dan memecahkan 
masalah-masalah yang maudlu’iyah (tematik) dan 
waqi’iyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.  
m) Lembaga Ta’mir Masjid Indonesia, melaksanakan 
kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan 
masjid. 
n) Lembaga Pelayanan Kesehatan, yang melaksanakan 
kebijakan di bidang kesehatan.
3
 
2. Struktur Organisasi MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep  
Susunan pengurus MWC NU Gapura masa khidmat 2015-2020: 
Musytasyar  : KH. M. Asy’ari Marzid 
  : KH. Mukafi Dumyathi 
  : KH. M. Rifa’ie 
  : KH. Zubaidi Ghazali 
Syuriah  
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Buku I (Surabaya:Khalista, 2007), 8-11. 



































Rois  : K. Amar HM Ma’ruf 
Wakil Rois : Drs. K. Mursyidul Umam 
  : KH. M. Fadhail 
  : KH. Ahmad Dahlan 
  : KH. Moh. Kamalil Ersyad, Am., M. Pd 
  : K. Imam Asmo Karim, S. Pd.I 
Katib  : K. Ach. Chadiri Bisyri 
Wakil Katib : KH. Syafiqurrahman 
  : M. Suyuthi, M.Hi 
A’wan   : KH. Moh. Wafi Khatib 
  : KH. Nadzir Mabruri 
  : KH. Hasani Syahid 
  : K. Abd. Ghalib 
  : KH. Suhaili 
  : K. Damsid Kafrawi 
  : KH. Zarkasyi Marzuki 
  : KH. Busyri Rofiqi 
  : KH. Ahmad Basyir 
Tanfidziyah  
 Ketua   : Mohammad Syahid, S.Pd 
Wakil Ketua  : A. Ruhan,S.Ag 
  : Fathol Bari 
  : Drs. H. Imam Alwi Hasan 



































  : M. Khalqi Kr, S.Ag 
  : M. Rowi Qudsi, S.Ag 
Sekretaris  : Khairul Umam, S.Pd. MA. 
Wakil Sekretaris  : Masyudi Zubaidi, S.Pd.I 
  : H. Ariyanto, M. Pd 
Bendahara  : H. Masturi 
Wakil Bendahara : KH. Iskandar, S. Pd. I 
  : Imam Asy’ari, S.Sy  
B. Program Isbat Nikah Massal Oleh MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep   
1. Latar Belakang Program Isbat Nikah Massal MWC NU Kec. Gapura 
Kab. Sumenep  
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. 
Gapura mengadakan program isbat nikah massal yang mana kegiatan 
ini dilaksanakan di gedung aula lantai dua MWC NU Kec. Gapura. 
Kegiatan ini terlaksana berawal dari bagian bidang hukum, politik, 
advokasi dan pendidikan MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep yang 
mana mereka mempunyai program untuk meningkatkan pengetahuan 
masyarakat, salah satu kegiatannya yaitu sosialisasi tentang Undang-
Undang Perkawinan kepada masyarakat Kecamatan Gapura baik 
secara hukum agama maupun hukum Negara. Tidak cukup sampai 
disini, bidang hukum, politik, advokasi dan pendidikan ini mereka 
berfikir panjang mengenai sosialisasi tersebut, menurut mereka 



































apabila sampai di sosialisasi saja tetapi tidak ada tindakan lanjutan 
maka seperti tidak ada hasil atau keuntungan bagi masyarakat, karena 
melihat banyaknya masyarakat yang pernikahannya tidak dicatatkan 
dan tidak memiliki buku nikah dari pernikahan tersebut, dari itu 
kemudian mereka sepakat untuk mengadakan kegiatan isbat nikah 
Massal. Selanjutnya pengurus MWC NU Kec. Gapura melakukan 
survei dan mendata setiap kepala keluarga yang tidak memiliki buku 
nikah di Kecamatan Gapura. Setelah selesai pendataan siapa saja 
yang tidak memiliki buku nikah, kemudian pengurus MWC NU 
mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan guna memenuhi 
persyaratan isbat nikah sebagaimana mestinya.  
Kegiatan ini awalnya ingin bekerjasama dengan Pengadilan 
Agama Kabupaten Sumenep supaya pelaksaan isbat nikah ini bisa 
gratis namun setelah ke Pengadilan Agama ternyata disana mereka 
tidak memiliki Program isbat nikah gratis. Akhirnya bidang hukum, 
politik, advokasi dan pendidikan ini mereka mendatangi dan meminta 
untuk bekerjasama dengan bagian hukum pemerintah daerah 
Kabupaten Sumenep, bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten 
Sumenep memiliki program kerja yaitu menyelenggarakan kegiatan 
isbat nikah gratis bagi masyarakat yang tergolong dari ekonomi tidak 
mampu. Dari ini kegiatan isbat nikah massal sebagian besar dibiayai 
oleh bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan 
kuota maksimal 200 pasangan, tetapi yang terpenuhi hanya mencapai 



































160 pasangan. Pasangan yang mengikuti isbat nikah massal ini tidak 
dipungut biaya hanya saja membayar uang sebesar Rp. 50.000,- 
kepada panitia pelaksana. Dengan rincian, biaya tersebut untuk 
membayar transportasi, foto kopi berkas-berkas dan materai untuk 
dilegalisir di Kantor Pos. Kemudian Peserta yang mengikuti kegiatan 
isbat nikah massal ini terdata dari beberapa desa yang berada di 
Kecamatan Gapura dan tercatat ada 160 pasangan.
4
 
2. Tujuan Isbat Nikah Massal Oleh MWC NU 
Tujuan isbat nikah massal oleh MWC NU Kec. Gapura adalah: 
a) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
hukum Negara. 
b) Membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh 
akta perkawinan, yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan 
biaya ringan. 
Pelaksanaan isbat nikah massal sama dengan pelaksanaan isbat 
nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana mestinya, 
hanya saja yang membedakan dari ini pelaksanaannya bertempat di 
luar Pengadilan dan secara gratis dengan menghadirkan hakimnya ke 
tempat pelaksanaan isbat nikah massal. Dengan ini, terselenggaranya 
isbat nikah massal membantu terpenuhinya hak memperoleh identitas 
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 Fithratul Qayyimah, Wawancara, Kantor MWC NU Kec. Gapura, Sumenep, tanggal 29 Maret 
2019.  



































hukum berupa akta nikah bagi masyarakat yang tidak mampu dan 
perkawinan tersebut menjadi memiliki kekuatan hukum tetap. 
3. Prosedur Isbat Nikah Massal  
Berperkara di Pengadilan Agama dalam prakteknya ada dua 
alternatif yakni, bersifat permohonan dan bersifat gugatan. Yang 
dimaksud dengan permohonan adalah suatu permohonan yang di 
dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang di 
dalamnya tidak mengandung sengketa. Sedangkan gugatan adalah 
suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan 
Agama yang berwenang yang memuat suatu tuntutan yang 
mengandung sengketa.
5
 Prosedur pengajuan isbat nikah massal oleh 
MWC NU Kec. Gapura sama seperti pengajuan yang dilakukan di 
Pengadilan Agama seperti biasanya, hanya saja untuk isbat nikah 
massal ini di koordinir oleh panitia pelaksana.  
Produk hukum perkara isbat nikah dapat berupa penetapan dan 
juga dapat berupa putusan. Jika isbat nikah diajukan oleh suami istri 
maka permohonan bersifat voluntair dan produk hukumnya berupa 
penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat 
nikah maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami atau istri 
masing-masing dapat mengupayakan kasasi. Tetapi jika yang 
mengajukan permohonan isbat nikah adalah satu, suami atau istri 
                                                             
5
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1996),  hal 39.  



































maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami 
atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak 
termohon sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa putusan 
dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding atau kasasi.
6
  
Demikian juga jika termohon adalah suami yang masih terikat 
dengan perkawinan istri terdahulu, maka istri terdahulu juga harus 
dilibatkan dalam perkara. Jika tidak, maka permohonannya tidak 
akan diterima. Demikian juga jika yang mengajukan adalah anak atau 
wali nikah atau yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, 
maka perkara ini harus dimasukkan perkara kontensius yang 




Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau 
suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara 
kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak 
termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat 
diupayakan banding dan kasasi. 
Suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli 
waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan 
secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila 
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 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia …., 151-152. 
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 Ibid.,  







































orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi 
pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dapat 
melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, 
setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah serta dapat 
mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa 
perkara tersebut selama perkara belum diputus. Dan orang lain 
tersebut juga dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan 
yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut. Dalam hal 
permohonan isbat nikah Pengadilan Agama hanya dapat 
mengabulkan sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan 
memenuhi syari’at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar 
larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai 
dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 
sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
9
 
Proses penyelesaian perkara isbat nikah, antara lain: 
a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani 
oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditunjuk kepada Ketua 
Pengadilan Agama. 
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 Mahkamah Agung RI Dirjend Badan Peradilan Agama, Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, 155. 
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 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia …, 152-153. 



































b) Pemohon yang tidak dapat membaca atau menulis dapat 
mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua 
Pengadilan Agama, selanjutnya permohonan tersebut akan 
dicatat. 
c) Setelah permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, 
kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register 
setelah pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya sebesar 
biaya yang telah ditentukan. 
d) Permohonan tersebut memuat: 
1. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, 
kewargaegaraan dan tempat kediaman pemohon dan 
termohon. 
2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). 
3. Alasan atau kepentingan yang jelas. 
4. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
e) Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan 
berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita/ jurusita 
pengganti Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (4) Peraturan 
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).  
f) Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 
Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyerahkan atau 
mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-







































4. Pelaksanaan Isbat Nikah Massal Oleh MWC NU  
Pada tanggal 23 Desember 2016 MWC NU Kec. Gapura 
Kab. Sumenep melaksanakan program isbat nikah massal gratis 
yang bertempat di gedung aula lantai dua MWC NU Kec. 
Gapura dengan dihadiri 160 pasangan yang mengikuti. Isbat 
nikah massal ini dilaksanakan untuk membantu para 
masyarakat Kec. Gapura yang buta hukum untuk mendapatkan 
buku nikah dalam perkawinannya. Mengenai sidang isbat nikah 
massal program MWC NU Kec. Gapura dilaksanakan dalam 
satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga kegiatan langsung 
selesai dan para peserta isbat nikah massal langsung bisa 
mendapatkan penetapan saat itu juga. 
Untuk persidangannya para Hakim langsung mendatangi 
aula MWC NU Kec. Gapura dihadiri sekitar 5 orang Hakim. 
Dan sidang langsung dilaksanakan secara bergantian. Terhadap 
tahapan proses persidangan yang dilakukan sama seperti 
sidang-sidang biasanya di Pengadilan Agama yaitu ada 
pemeriksaan  identitas, pertanyaan-pertanyaan dari Hakim, 
pembuktian, kemudian penetapan. Untuk pembuktian sendiri 
para peserta diberikan kesempatan untuk membuktikan surat 
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Selanjutnya, setelah pembuktian di anggap sempurna dan 
menyatakan benar adanya perkawinan tersebut sampai akhirnya 
mengikuti isbat nikah massal ini, selanjutnya dilakukan 
pembacaan penetapan isbat nikah massal. Setelah pembacaan 
penetapan oleh hakim, maka hakim mengeluarkan penetapan 
yang ditembuskan ke KUA.  
pelaksanaan kegiatan isbat nikah massal dari pandangan 
salah satu pesertanya yaitu Irsyad (42 Tahun) dari daerah 
Gapura Tengah beliau mengatakan, dengan diadakannya 
program isbat nikah massal oleh MWC NU Kec. Gapura ini 
merupakan program yang luar biasa bagi saya pribadi dan 
masyarakat pada umumnya, program ini benar-benar kabar 
yang sangat menggembirakan untuk masyarakat karena sangat 
bermanfaat sekali untuk kita semua.
12
    
5. Data Peserta Yang Mengikuti Isbat Nikah Massal  
Data dibawah ini merupakan pasangan yang menjadi 
peserta isbat nikah massal program MWC NU Kec. Gapura Kab. 
Sumenep, sebagai berikut: 
                                                             
11 Fithratul Qayyimah, Wawancara, Kantor MWC NU Kec. Gapura, tanggal 01 April 2019. 
12
 Irsyad, Wawancara, Di Kediaman Yang Berada Di  Gapura Tengah, tanggal 2 April 2019.  











































1 Muki Jejaka  Atwani Perawan 16-08-1997 KH. Makki 
2 Asymawi Jejaka  Sulthaniyah Perawan 09-03-1981 KH.Hesamuddin 
3 Abd. Lathif Jejaka  Hamimah Perawan 06-01-1986 KH.Halim 
4 Rofiqi Jejaka  Idawati Perawan 15-10-1999 K.Mursyid 
5 Yazid Jejaka  Rumyani Perawan 15-04-1998 H.Hamdi 
6 Masduqi Jejaka  Puzainah Perawan 17-08-1996 K.Suhaili 
7 Asnawi Jejaka  Siti Romlah Perawan 22-01-1999 KH.Mukafi 
8 Zaini Jejaka  Misnatun Perawan 29-12-1993 K. Sya'rani 
9 Masdawi Jejaka  Arifah Perawan 17-07-1999 KH. Suhaili 
10 Tawil Jejaka  Hawiya Perawan 05-01-1993 K. Hasyim 
11 M. Sholeh Jejaka  Masidah Perawan 12-06-1996 KH. Mukafi 
12 Sugianto Jejaka  Ely Fatmawati Perawan 02-08-1995 K. Hasyim 
13 Sahari Jejaka  Arifah Perawan 13-03-1995 KH.Mukafi 
14 Sahri Jejaka  Jum'ani Perawan 12-08-1992 H.Halim 
15 Saipun Nasir Jejaka  Namiyah Perawan 05-01-1996 KH. Habibullah 
16 Sugiono Jejaka  Hafidah Perawan 22-05-1999 H. Rahnawi 
17 Musamman Jejaka  Fathimah Perawan 09-01-1988 KH. Zubairi 
18 Tawakkul Jejaka  Juma'esah Perawan 20-07-1989 K.Dumyati 
19 Mattoni Jejaka Maniya B. Inah Perawan 26-06-1994 Asik 
20 Moh. Idris Jejaka Zainab Perawan 17-11-1992 H. Zaini 
21 Maswi Jejaka Nima Perawan 02-06-1996 KH. Afifuddin 
22 Farid Jejaka Marmiya Perawan 15-10-1997 
KH. Imam 
Dasuki 



































23 Sutipno Jejaka Daima Perawan 28-10-1996 KH. Masuri 
24 Tohayu Jejaka Hana Perawan 01-07-1996 
KH. Afif 
Makruf 
25 Zaini Jejaka 
Damma. B. 
Muslima 
Perawan 01-05-1971 Masdawi 
26 Gani Andhika Jejaka Juwani Perawan 04-04 K. Ramsi 
27 Artawi Jejaka Azzani Perawan 20-11-1988 H. Zaini 
28 Sahrawi Jejaka Puwani Perawan 05-07-1999 H. Ilyas 
29 Thahir Jejaka Sintin Perawan 16-08-1990 K. Suni 
30 Markawi Jejaka Raudah Perawan 01-07-1995 KH. Aqil 
31 Marzuqi Jejaka Syarifa Perawan 01-06-1997 K. Sihabuddin 
32 Massuri Jejaka Tuniya Perawan 11-11-1991 KH. Zaini Fadli 
33 Muhammat Jejaka Juhriya Perawan 06-08-1996 K. Ahmat 
34 Saluki Jejaka Irawati Perawan 05-07-1990 KH. Fadlun 
35 Sahawi Jejaka Satima Perawan 06-08-1996 H. Ainun Najib 




Moh. Miski Al 
Anshari 
Jejaka Siti Kamila Perawan 03-05-1996 K. Rusdi 
38 Murawi Jejaka Masrifah Perawan 
 
KH. Fadlun 
39 Barmawi Jejaka Amaniyah Perawan 03-10-1991 KH. Ramsi 
40 Sahruwi Jejaka Nawara Perawan 17-08-1996 H. Umar 
41 Ahmad Yono Jejaka Masniya Perawan 05-05-1999 
KH. Afif 
Makruf 



































42 Asmuni Jejaka Manisa Perawan 17-08-1995 H. Munir 
43 Abdullah Anas Jejaka Ainur Rifdah Perawan 04-05-2000 Abd. Adzim 
44 Arnawi Dura Jejaka Mas'odah Perawan 13-01-1994 K. Basi 
45 Ari Buddin Jejaka Masiyani Enni Perawan 21-03-1990 P. Mulahmi 
46 Robby Jejaka Sutiyana Perawan 06-10-1999 KH. Asy'ari 
47 Rusni Jejaka Mairi Perawan 10-03-1980 KH. Makki 
48 Amir Jejaka Rusfaidah Perawan 06-11-1998 KH. Zarkasih 
49 Rayyis Jejaka Rahema Perawan 02-07-1998 KH. Hanif 
50 Ah. Badri Jejaka Zaida Perawan 20-09-2000 KH. Hafidz 
51 Sa'ad Jejaka Aini Perawan 05-06-1983 KH. Hafidz 
52 Irsyad Jejaka Hosniyah Perawan 25-11-1998 KH. Hafidz 




Jejaka Hossida Perawan 16-03-1999 
KH. Zanuji 
Fadlal 
55 Sukri Jejaka Salamah Perawan 17-07-1975 KH. Umar 
56 Hosen Jejaka Rahmah Perawan 12-12-1997 KH. Dumyati 
57 Saleh Jejaka Puhami Perawan 15-08-1999 KH. Dumyati 
58 H. Syamsul Jejaka Khairiyah Perawan 04-08-1993 KH. Hasan 
59 Mastuni Jejaka Maimunah Perawan 10-2-2000 KH. Musthofa 
60 Sahlan Jejaka Sa'odah Perawan 05-01-1982 KH. Bisri 
61 Sahrawi Jejaka Siti Maryam Perawan 09-02-1981 K. Kafrawi 
62 Moh Dafi'e Duda Rahwiyah Janda 
 
K. M. Damsid 
63 Darsono Jejaka Masrima Perawan 12-12-1996 K. Musahwan 
64 Abu Ahmad Jejaka Muslimah Perawan 15-05-2000   



































65 Satrawi Jejaka Rukiya Perawan 10-12-1979 KH. Idris 
66 Duni Jejaka Arifah Perawan 20-01-1993 KH. Damsid 
67 Asyhari Jejaka Nur Imama Perawan 20-08-1993 
KH. Warits 
Ilyas 
68 Masyono Jejaka Purani Perawan 1996 K. Abd Gaib 
69 M. Zaini Jejaka Rusmaida Perawan 11-12-1998 
KH. Imam 
Khozid 
70 Sumasnan Jejaka Hosmawati Perawan 01-01-1996 K. Ali Wafa 
71 Sumawi Jejaka Bunia Perawan 09-10-1999 H. Affanoridha 
72 Moh. Husain Jejaka Maniya Perawan 11-08-1986 H. Ridhawi 
73 Hariyanto Jejaka Maniya Perawan 10-08-2000 H. Affanoridha 
74 Pukasman Jejaka Mariya Perawan 19-09-1997 H. Mathalil 
75 Ibnu Hajar Jejaka Sitti Mariyam Perawan 12-08-1997 
KH. Imam 
Khozid 
76 Jumad Riyadi Jejaka Astiyani Perawan 07-08-1997 KH. Khalil 
77 Zainal  Jejaka Hosmawati Perawan 30-09-1997 
KH. Syarbini 
Latif 
78 Markip Duda Sumina Janda 01-07-1967 K. Erru 
79 Buhari Duda Marsu'iya Janda 24-06-1965 K. Erru 
80 Suyono Jejaka Amseya Perawan 09-11-1959 KH. Saleh 
81 Masnin Jejaka Isa Perawan 21-07-1987 K. Munawar 
82 Abu Hasan Jejaka Ruhma Perawan 02-11-1986 K. Muni 
83 Marsuki Jejaka Nurhayati Perawan 01-08-1999 K. Addus 
84 Samsul Jejaka Hosaima Perawan 10-07-1992 K. Tayyib 



































85 Rikso Jejaka Sawiye Perawan 17-11-1997 K. Alawi 
86 Jumak Jejaka Suha Perawan 17-06-1985 K. Atem 
87 Saleh Duda Hasia Perawan 01-10-1996 K. Zubairi 
88 Hariyanto Jejaka Zairiyah Perawan 21-09-1992 KH. Mas'ud 
89 Titi Sutiyono Jejaka Sumairiya Perawan 20-09-1999 KH. Abd Asis 
90 Abd Fata Jejaka Siti Afiyah Perawan 05-08-1998 KH. Ahmad 
91 Sundari Jejaka Misnaya Perawan 02-10-1995 
KH. Hafid 
Mustofa 










94 Nihawi Jejaka Buhari Perawan 30-07-1996 KH. Dulmajit 
95 Ibno Jejaka Masduya Perawan 10-09-1997 KH. Amir 
96 Razak Duda Mati Arminatun 
Janda 
Mati 
02-07-1994 KH. Arifin 
97 M. Thayyib Jejaka Busami Perawan 09-05-1998 K. Arifin 
98 Thairi Jejaka Kholifah Perawan 03-12-1997 
KH. Mas'od 
Bunyani 
99 Zainul Fatah Jejaka Salma Perawan 20-04-1995 
KH. Mas'od 
Bunyani 
100 Santari Jejaka Tola'ima Perawan 02-11-1999 KH. Abd Aziz 
101 Bhusawa Jejaka Maryani Perawan 01-02-1989 KH. Dulmajit 
102 Hasan Basri Jejaka Sumina Perawan 10-02-1997 KH. Basit 



































103 Samat Jejaka Samawiya Perawan 17-10-1976 K. Yunus 
104 Armawi Jejaka Masriyah Perawan 20-11-1990 KH. Basit 
105 Syamsuni Jejaka Misnaya Perawan 03-10-1990 K. Razak 
106 Saduri Jejaka Hosmah Perawan 1988 K. Hatim 
107 Nihrawi Jejaka Juma'isa Perawan 30-06-1990 K. Hatim 
108 Suparman Jejaka Rustini Perawan 1998 K. Alawi 
109 Yusri Jejaka Asiya Perawan 23-11-1995 KH. Jazuli 
110 Asnan Efendi Jejaka Misnati Perawan 01-09-1996 K. Hatim 
111 Rusdi Jejaka Nawiya Perawan 08-02-1996 KH. Jazuli 
112 Abu Yanto Jejaka Nurhasanah Perawan 17-12-1999 KH. Jazuli 
113 Abu Sanah Jejaka Aisyah Perawan 08-12-1992 KH. Qasim 
114 Mathari Jejaka Ruhaniya Perawan 20-11-1991 K. Hatim 
115 Sunarwi Jejaka Ahma Perawan 25-07-1989 Sutomo 
116 Sahwini Jejaka Puima Perawan 17-05-1996 K. Mas'od 
117 Rasyidi Jejaka Mayani Perawan 15-07-1999 KH. Mas'od 
118 Sito Jejaka Hosmah Perawan 14-07-1991 KH. Qasim 
119 Sahab Jejaka Adna Perawan 15-07-1995 KH. Qasim 
120 Sahlan Jejaka Sahnati Perawan 10-11-1986 KH. Qasim 
121 Atmawi Jejaka Zahna Perawan 06-09-1988 KH. Qasim 
122 Su'adi Jejaka Wami Perawan 1994   
123 Sahir Jejaka Sihma Perawan 1999 KH. Mas'od 
124 Abd. Shomad Jejaka Zaidah Perawan 07-09-1990 KH. Qasim 
125 Rawi Jejaka Sawiya Perawan 10-11-1996 KH. Mas'od 
126 M. Alwi Jejaka Satmawiyah Perawan 12-05-1968 K. Hatim 



































127 M. Sahwi  Jejaka Asiya Perawan 10-11-1971 K. Hatim 
128 Murahwi Jejaka Misna Perawan 1999 KH. Mas'od 
129 Miskali Jejaka Ma'ina Perawan 02-09-1997 KH. Mas'od 




Jejaka Asnaini Perawan 20-08-1982 Abd Aziz 




Jejaka Muzayyadah Perawan 01-01-1999 K. Zeinuddin 
134 H. Ali Makki Jejaka Hafiyah Perawan 15-05-1998 K. Qasim 




Jejaka Hadima Perawan 1978 Sutomo 




Jejaka Salwiyah Perawan 1973 Ni'am 
139 Atmawi Jejaka Sumiati Perawan 06-02-1977 K. Rasidi 
140 Asan Jejaka Sahriyah Perawan 12-03- 1996 H. As'adi 
141 Munahwi Jejaka Sahrami Perawan 02-08-1987 K. Asrama 
142 Jatim Jejaka Sagiya Perawan 06-07-1984 
KH. Fathor 
Rahman 
143 Alwi Jejaka Saniya Perawan 03-05-1990 K. Ali Bahar 
144 Moh. Nikmat Jejaka Rohaniya Perawan 26-10-1990 K. Mas'od 
145 Abdurrahman Jejaka St. Fatimah Perawan 14-01-1999   



































146 Sumar Jejaka Budiya Perawan 11-02-1992 K. Nawawi 
147 Sattar Jejaka Rahmawati Perawan 05-01-1982 K. Nawawi 
148 Najiburrohman Jejaka Sananti Perawan 10-10-1997 K. Mas'od 
149 Osman Riyadi Jejaka Niyati Perawan 26-11-2000 K. Mas'od 
150 Ahmad Jejaka Juma'ati Perawan 15-11-1999 K. Mas'od 
151 Ahmad Mufi Jejaka Mizani Perawan 
 
  
152 Musaddi Jejaka Tunniya Perawan 16-07-1995 K. Arif 
153 Toyo Jejaka Suhna Perawan 30-07-1995 KH. Bushrawi 
154 Ahmawi Jejaka Tuyani Janda 10-07-1998 KH. Bushrawi 
155 Sahnan Jejaka Awiya Perawan 07-06-1996 KH. Bushrawi 
156 Hasan Jejaka Marwa Perawan 20-05-1980 KH. Bushrawi 
157 Atmo Jejaka Zaina Perawan 27-10-1975 KH. Bushrawi 
158 Marsuki Jejaka Sa'dani Perawan 
 
KH. Bushrawi 
159 Atrayu Jejaka Masrifah Perawan 15-04-1975 K. Nadar 
160 Abd Rasyid Duda Mas'odah Janda 10-11-1993 KH. A. Zubairi 
 
6. Sebab – Sebab Terjadinya Isbat Nikah Massal  
Isbat nikah massal program MWC NU diadakan berawal 
dari banyaknya masyarakat Kecamatan Gapura yang melakukan 
pernikahan sirri atau tidak didaftarkan kepada Pejabat Pencatat 
Nikah (PPN) sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
Undang-Undang. Nikah sirri di beberapa kalangan menjadi hal 
yang biasa dilakukan bahkan bisa menjadi tradisi tanpa mereka 



































berfikir tentang peraturan Negara yang mengatur ketentuan 
pencatatan perkawinan.  
Menurut pendapat Bu Khoiriyah selaku ketua fatayat di 
MWC NU Kec. Gapura, sebab-sebab terjadinya sebagai berikut: 
a) Banyaknya pernikahan yang terjadi dibawah umur. 
b) Adanya pernikahan yang memang tidak mengikuti aturan 
perundang-undangan, hanya melakukan yang sesuai 
dengan agama Islam. 




Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Gapura saat 
menikah langsung melalui  Kyai karena memang sudah biasa 
terjadi, daerah Kecamatan Gapura sendiri memang daerah 
pondok pesantren, Sehingga dapat dikatakan agama mereka 
kuat dan tingkat kepercayaannya terhadap agama sangat tinggi.  
Saat melakukan wawancara terhadap ibu Armiatun (47 
Tahun) dari daerah Gapura Barat yang bertempat di kediaman 
beliau mengatakan, bahwa pernikahan beliau di akad oleh Kyai 
di daerah setempat, karena perintah dari orang tua dan kedua 
pihak menuruti apa yang dikatakan orang tua mereka.
14
 Sumber 
lain dari Masida (43 Tahun) dari daerah Gapura Timur beliau 
juga mengakui hal yang sama bahwasanya pernikahan beliau 
                                                             
13 Khoiriyah, Wawancara, Kantor  MWC NU Kec. Gapura, tanggal 29 Maret 2019.   
14 Armiatun,Wawancara, Di Kediaman Yang Berada Di  Gapura Barat, tanggal 2 April 2019.   



































juga di akad oleh Kyai dari daerah setempat, alasannya karena 
dari dulu memang kebiasaan menikah dengan Kyai dan beliau 
masih masuk generasi pada saat itu.
15
  
Selain itu, sebagian besar masyarakat Kecamatan Gapura 
saat ingin melangsungkan pernikahan memasrahkan langsung 
kepada Kepala Desa selaku aparat yang mengetahui peraturan 
dan administrasi pemerintah tentang pernikahan. Kemudian 
Kepala desa tersebut dibantu oleh Modin yang bertugas dalam 
bidang keagamaan masyarakat seperti dalam lingkup 
memfasilitatori masalah pernikahan dan perceraian. Akan tetapi 
kebanyakan dari mereka tidak menindak lanjuti hal ini sehingga 
pernikahan yang berlangsung dikalangan masyarakat 
Kecamatan Gapura tidak dicatatkan di KUA setempat 
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah dan 




                                                             
15 Masida,Wawancara, Di Kediaman Yang Berada Di Gapura Timur, tanggal 2 April 2019.   
16 Fithratul Qayyimah,Wawancara, Kantor MWC NU Kec. Gapura, tanggal 01 April 2019. 




































ANALISIS MAS}LAH}AH TERHADAP MANFAAT PROGRAM I>S>BAT 
NIKAH MASSAL OLEH MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL 
ULAMA (MWC NU) KEC. GAPURA KAB. SUMENEP 
 
A. Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh MWC NU Kec. Gapura 
Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan utama yang hendak 
dicapai oleh sebuah hukum, kemanfaatan diartikan sebagai sesuatu yang 
mendatangkan kebahagian. Berguna tidaknya hukum tergantung 




Secara etimologi kata kemanfaatan berasal dari kata manfaat, dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan manfaat berarti faedah atau 
guna. Menurut Sudikno Mertokusumo masyarakat sangat mengharapkan 
manfaat dalam pelaksanaan hukum, karena hukum itu untuk manusia maka 




Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gapura 
mengadakan program Isbat nikah massal tentunya agar mereka bisa 
bermanfaat untuk masyarakat sekitar, mereka membantu masyarakat yang 
perkawinannya tidak diakui oleh Negara agar nantinya dapat diakui. 
Manfaat-manfaat dari isbat nikah massal tersebut adalah: 
                                                             
1 Ibnu Artadi, ‚Hukum dan Dinamika Masyarakat, (Jurnal Edisi Oktober 2006), 74.   
2
 Mohamad Aunurrohim, ‚Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia, (Jurnal 
2015), 6-7. 



































a. Sebuah perkawinan yang telah dilakukan dapat diakui oleh negara.  
b. Dapat memperjelas status perkawinan. 
c. Melindungi keluarga terhadap ketidak jelasan identitas. 
d. Memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak diantara suami/ 
isteri.  
e. Melindungi keluarga apabila terjadi sengketa waris. 
f. Melindungi kedua belah pihak dalam hal perceraian. 
Program isbat nikah massal ini tentunya juga banyak memberikan 
manfaat ke beberapa pihak yang ikut andil dalam terlaksananya program 
tersebut, salah satunya memberikan manfaat terhadap organisasi MWC NU 
Kec. Gapura, manfaat tersebut antara lain: 
1) Mereka senang dapat membantu masyarakat Kec. Gapura khususnya 
untuk orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri. 
2) Menjadi catatan sejarah tersendiri untuk organisasi MWC NU Kec. 
Gapura.  
3) Mereka lebih banyak bisa mengetahui masalah-masalah atau kendala-
kendala yang masih ada di masyarakat khususnya dalam hal 
perkawinan. 
4) Mereka jadi lebih paham mendalam mengenai isbat nikah.3 
Manfaat selanjutnya yaitu terdapat pada peserta yang mengikuti 
isbat nikah massal MWC NU Kec. Gapura, antara lain: 
                                                             
3
 Fithratul Qayyimah,Wawancara, Kantor MWC NU Kec. Gapura, tanggal 01 April 2019.  



































a. Menurut Armiatun, salah satu peserta isbat nikah massal mengatakan 
manfaat bagi dirinya adalah lebih tenang setelah memiliki buku 
nikah, andai kebelakang ada masalah terhadap pernikahannya tidak 
akan gampang di tinggal oleh suaminya sebelum benar-benar 
diresmikan cerai di hadapan Pengadilan. Dan juga menjadi mudah 
untuk mengurus identitas.  
b. Menurut Irsyad, yang juga menjadi peserta isbat nikah massal beliau 
mengatakan manfaatnya adalah sebuah pernikahannya mempunyai 
kekuatan hukum saat memiliki buku nikah, dan sangat berguna untuk 
mengurus identitas. 
c. Selanjutnya Masida, salah satu peserta isbat nikah juga mengatakan 
manfaat untuknya adalah pernikahannya menjadi berkekuatan 
hukum, di ibaratkan sebuah motor akan tenang berjalan kemanapun 
karena sudah memiliki surat izin mengemudi.  
B. Analisis Mas}lah}ah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh 
MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep  
Salah satu manfaat dari diadakannya program isbat nikah massal 
adalah tentunya untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yang mana suatu 
kemaslahatan tersebut merupakan tujuan dari hukum Islam. Isbat nikah 
sendiri merupakan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama tetapi 
tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang 
berwenang yang kemudian diajukan oleh suami, isteri atau salah satu dari 
keduanya, atau anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam 



































perkawinan tersebut kepada Pengadilan setempat dengan menyebutkan 
alasan dan kepentingan yang jelas.
4
 
Mas}lah}ah merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh bagi 
suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh teks-teks dalam 
syari’ah maupun ijma’ untuk mendapatkan kepastian hukum. Pada 
dasarnya sebuah mas}lah}ah merupakan suatu ketetapan yang mengandung 
kebaikan bagi manusia. Tujuan dari mas}lah}ah ditujukan kepada hal-hal 
yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur’an maupun Hadis>. Maka 
dari itu konsep mas}lah}ah memberikan peluang yang besar untuk para 
mujtahid guna mengetahui hukum Allah terhadap perkara yang tidak 
ditegaskan nash nya oleh syari’ah. 
Mas}lah}ah merupakan hal yang penting dalam hukum Islam sehingga 
ia senantiasa memiliki relevansi dengan keadaan zaman, dan akan 
menjadikan hukum Islam selalu ada pembaharuan untuk menyapa persoalan 
kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.  
Mengutip dari pendapat Sa’id Ramadhan al-Buthi salah satu guru 
besar pada Fakultas Syariah universitas damsyiq, menjelaskan bahwa 
mas}lah}ah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah untuk kepentingan 
hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, 
keturunan, maupun harta, sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam 
kategori pemeliharaan tersebut.   
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 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia  …, 151. 



































Program isbat nikah massal tujuannya sesuai dengan lima unsur 
pokok manusia atau yang biasa disebut dengan maqashid syari’ah karena 
manfaat-manfaat yang di dapat dari pelaksanaan isbat nikah massal berupa 
pemeliharaan identitas anak (keturunan) dan juga pemeliharaan harta. 
Dengan di dapatkannya manfaat dari isbat nikah maka akan menolak 
kemudharatan yang ada pada sebelumnya dan berubah menjadi terlindungi 
hak hukumnya atas seseorang tersebut. 
Isbat nikah yang tujuannya untuk mencari kemaslahatan dapat kita 
analisis menggunakan teori mas}lah}ah, pada ketentuannya isbat nikah tidak 
diatur dalam al-Qur’an dan Hadis>, akan tetapi hukum Negara mengaturnya. 
Mas}lah}ah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, jika dilihat 
seperti diatas, ini termasuk mas}lah}ah al-mursalah yaitu tidak adanya dalil 
khusus yang mengaturnya dan tidak juga ada dalil yang melarangnya.  
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 
menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-
undangan yang berlaku. Jika melihat keadaan saat ini dengan banyaknya 
jumlah penduduk di Indonesia tentu sangat perlu segala sesuatunya untuk 
dicatatkan, khususnya seperti identitas anak agar ada kejelasan. Tujuannya 
untuk mencapai suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Ini 
termasuk dalam manfaat yang di dapatkan dari pelaksanaan isbat nikah 
massal melindungi keluarga terhadap ketidak jelasan identitas. Dengan 
melakukan isbat nikah juga dapat memberikan kepastian hak-hak diantara 
suami/ isteri, seperti kewajiban memberikan nafkah dan hak atas harta atau 



































disebut dengan pemeliharaan harta. Dengan demikian adanya program isbat 
nikan massal bagi perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk dalam 
mas}lah}ah tingkat dharu>ri yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 
kehidupan manusia. 
Pelaksanaan isbat nikah massal memberikan manfaat bagi orang 
banyak, memberikan manfaat bagi orang banyak tidak berarti untuk semua 
orang akan tetapi untuk mayoritas sebagian orang, hal ini masuk dalam 
kategori mas}lah}ah dari segi kandungannya khususnya dalam kategori 
mas}lah}ah al-‘ammah.  
  Pendapat peneliti mengenai isbat nikah massal oleh MWC NU Kec. 
Gapura Kab. Sumenep apabila dianalisis dengan mas}lah}ah, maka termasuk 
dalam kategori mas}lah}ah ha>jiyah, mengapa demikian karena program isbat 
nikah massal menghasilkan manfaat yang disebut dengan maqasid syari’ah  
di antaranya pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Mas}lah}ah 
Ha>jiyah kemaslahatannya tidak secara langsung memenuhi kebutuhan 
pokok yang lima seperti di mas}lah}ah dha>ruri tetapi secara tidak langsung 
menuju kearah yang sama seperti dalam hal memberi kemudahan bagi 
pemenuhan kebutuhan hidup manusia.  
Selanjutnya, program isbat nikah massal memenuhi kategori dalam 
mas}lah}ah al-mursalah, kegiatan program isbat dapat dipandang baik oleh 
akal, ini sejalan dengan tujuan syara’ akan tetapi tidak ada dalil yang 
memperhitungkannya dan tidak juga ada petunjuk syara’ yang menolaknya. 



































Tidak dapat dihindari dalam sebuah kemaslahatan tentunya terdapat 
kemudharatan, sebuah kemudharatan yang ada dalam isbat nikah yaitu 
masyarakat akan dengan mudah melakukan pernikahan di bawah tangan 
atau menikah tidak mengikuti sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-
Undang, mereka akan meremehkan sebuah pencatatan perkawinan karena 
dirasa meski diawal pernikahannya tidak dicatatkan nantinya juga bisa 
mendapatkan buku nikah dengan melakukan penetapan perkawinan atau 
isbat nikah. 
Jadi, pelaksanaan isbat nikah massal ini sangat bermanfaat bagi 
masyarakat Kec. Gapura, yang mana perkawinan mereka yang sebelumnya 
tidak diakui oleh Negara kemudian berkekuatan hukum dengan adanya 
bukti buku nikah yang di dapatkan. Yang mana pada dasarnya hal ini 
sangat dibutuhkan dari awal pernikahan untuk mengurus identitas anak, 
harta warisan, dan terlindunginya dalam hal perceraian. Meski juga 
terdapat kemudharatan di dalamnya.  






































1. Manfaat dari program isbat nikah massal oleh MWC NU Kec. Gapura 
Kab. Sumenep dapat disimpulkan sebagai berikut:  
a. Perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  
b. Melindungi keluarga terhadap ketidak jelasan identitas. 
c. Memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak diantara 
suami/ isteri. 
d. Melindungi keluarga apabila terjadi sengketa waris. 
e. Melindungi kedua belah pihak dalam hal perceraian. 
2. Manfaat program isbat nikah massal oleh MWC NU Kec. Gapura 
apabila dipandang dari segi mas}lah}ah termasuk pada mas}lah}ah al-
mursalah karena dapat dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan 
tujuan syara’. Kemudian peringkat mas}lah}ahnya termasuk dalam 
mas}lah}ah ha>jiyah, karena keberadaan kemaslahatan tersebut sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila dilihat dari cakupannya 
program isbat nikah massal berkaitan dengan kepentingan orang 
banyak, maka termasuk pada mas}lah}ah al-‘a>mmah, kemaslahatan 
umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.    



































B. Saran  
Penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk tidak melakukan 
pernikahan di bawah tangan, dan untuk instansi yang bersangkutan dalam 
hal ini KUA untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya 
perkawinan harus dicatatkan. Penulis juga menyarankan untuk Pemerintah 
lebih tegas lagi dalam menangani masalah isbat nikah, misal memberikan 
sanksi kepada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan yang 
dilakukan setelah munculnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.   
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